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Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak orang 
pribadi secara parsial terhadap penerapan self assessment system pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah dari hasil uji secara parsial (uji T) pemahaman wajib pajak 
orang pribadi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerapan self assessment system pada KPP 
Pratama Palembang Ilir Barat (H1 diterima). Dari hasil koefisien determinasi nilai R Square (R2) 69,9%  
pemahaman wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerapan self assessment system dan 
sisanya 30,4% dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi, Self Assessment System. 
 
Abstract : The purpose of this study is to determine the effect of individual taxpayers comprehension 
partially of self assessment system in KPP Pratama Palembang Ilir Barat. The results achieved in this 
study is from partially test result (T test) on individual taxpayers comprehension was significantly effect 
on the application of self-assessment system in KPP Pratama Palembang Ilir Barat (H1 accepted). ). The 
results of the R Square coefficient was (R2) 69.9%, the comprehension of individual taxpayers was affect 
on self assessment system and the 30.4% remain was influence by other variables that are not included in 
this study. 
 
Key Words : Individual Taxpayers Comprehension, Self Assessment System 
 
1   PENDAHULUAN 
 
Salah satu sumber perolehan 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
(APBN) di Indonesia adalah pajak. 
Pembayaran pajak sangat penting bagi negara 
untuk pelaksanaan dan peningkatan 
pembangunan nasional, serta untuk 
kesejahteraan rakyat.  
 
 Sejak diadakannya reformasi 
perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan 
pajak di Indonesia berubah dari official 
assessment system menjadi self assessment 
system. 
 
 Wajib pajak diberi kepercayaan 
untuk melaksanakan kegotongroyongan 
nasional melalui sistem menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang (self 
assessment), sehingga melalui sistem 
administrasi perpajakan diharapkan dapat 
dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, 
sederhana, dan mudah dipahami oleh Wajib 
Pajak. 
 
Pajak penghasilan merupakan pajak 
yang dipungut pada subjek pajak atas 
penghasilannya. Pajak penghasilan akan 
selalu dikenakan terhadap orang pribadi atau 
badan usaha yang memperoleh penghasilan di 
Indonesia. 
 
Perubahan Undang-undang pajak 
penghasilan dilakukan dengan tetap 
berpegangan pada prinsip-prinsip perpajakan 
yang dianut secara universal yaitu keadilan, 
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kemudahan/efisiensi administrasi dan 
produktivitas penerimaan negara serta tetap 
mempertahankan sistem self assessment.  
 
Keuntungan self assessment system 
ini adalah memberikan hak kepada wajib 
pajak untuk menentukan sendiri pajak yang 
terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. 
 
       Kelemahan self assessment system yang 
memberikan kepercayaan pada wajib pajak 
untuk menghitung, menyetorkan, dan 
melaporkan sendiri pajak terutang, dalam 
praktiknya sulit dijalankan sesuai dengan 
yang diharapkan atau banyak disalahgunakan.  
 
Berdasarkan uraian di atas maka 
penulis mengambil tema “Pengaruh 
Pemahaman wajib Pajak Orang Pribadi 
Terhadap Penerapan Self Assessment 
Sytem Pada KPP Pratama Palembang Ilir 
Barat”. 
 
 
II   LANDASAN TEORI 
 
2.1   Pengertian Pajak 
 
 Menurut Soemitro (dikutip dalam 
Mardiasmo 2006, h.1) pajak adalah: 
“iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum”. 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa pajak memiliki unsur: 
a. Iuran dari rakyat kepada negara 
Yang berhak memungut pajak hanyalah 
negara. Iuran tersebut berupa uang 
(bukan barang). 
b. Berdasarkan Undang-undang 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 
kekuatan undang-undang serta 
pelaksanaannya. 
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi 
dari negara yang secara langsung dapat 
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak 
dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah 
tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi 
masyarakat luas. 
 
 
2.2   Pengertian Pajak Penghasilan 
 
 Menurut Resmi (2011, h.74) Pajak 
Penghasilan merupakan: 
 “pajak yang dikenakan terhadap terhadap 
Subjek Pajak atas  penghasilan yang diterima 
atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”. 
 
 
2.3   Subjek dan Wajib Pajak PPh 
 
  Menurut Mardiasmo (2006, h.123-
124) pajak penghasilan dikenakan terhadap 
subjek pajak atas penghasilan yang diterima 
atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang 
menjadi subjek pajak adalah: 
1. a.   Orang Pribadi 
b.    Warisan yang belum terbagi sebagai 
satu kesatuan menggantikan yang 
berhak. 
2.  Badan terdiri dari PT, CV, perseroan 
lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, dan bentuk badan lainnya. 
3.   Bentuk Usaha Tetap (BUT) 
 
 
2.4   Self Assessment System 
 
 Pengertian dan ciri self assessment 
system menurut Mardiasmo (2006, h.7) 
adalah sebagai berikut: 
“suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada wajib pajak  
untuk menentukan sendiri besarnya pajak 
yang terutang”.  
 
Dengan ciri self assessment system: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya 
pajak ada pada wajib pajak sendiri. 
b. Wajib pajak aktif, mulai dari 
menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang. 
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya 
mengawasi 
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III METODE PENELITIAN 
 
3.1  Pendekatan Penelitian 
 
Penelitian ini memakai pendekatan 
asosiatif dengan hubungan kausal karena 
merupakan variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen 
(pemahaman wajib pajak orang pribadi 
mempengaruhi penerapan self assessment 
system). 
 
3.2   Objek/Subjek Penelitian 
 
 Objek penelitian ini adalah KPP 
Pratama Palembang Ilir Barat karena di KPP 
Pratama Palembang Ilir Barat. 
        Subjek penelitian ini adalah 
wajib pajak orang pribadi usahawan. 
 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
 
       Penarikan sampel dalam penelitian ini 
untuk wajib pajak orang pribadi usahawan 
adalah 89 orang. Prosedur pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah Simple 
Random Sampling dikatakan simple 
(sederhana) karena pengambilan sampel 
anggota populasi dilakuan secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam 
populasi itu, khususnya Purposive Sampling 
menurut Sugiono (2006, h.78) adalah teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu (yang di dalam penelitian ini adalah 
wajib pajak orang pribadi usahawan). 
 
3.4 Jenis Data 
 
         Dari penelitian ini jenis data yang 
dipakai adalah data primer karena data yang 
didapatkan langsung dari respondennya yaitu 
wajib pajak orang pribadi usahawan melalui 
kuisioner/daftar pertanyaan yang diedarkan. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Sampel  
 
Dalam penelitian ini menggunakan 
observasi, teknik wawancara, studi literature, 
dan penyebaran kuisioner untuk pengumpulan 
data. 
 
3.6 Definisi Operasional 
 
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 
Variabel  Definisi Indikator  
Pemaham
an wajib 
pajak 
orang 
pribadi 
(x) 
Suatu proses, 
cara 
memahami, 
cara 
mempelajari 
baik-baik 
supaya 
paham dan 
banyak 
pengetahuan 
untuk wajib 
pajak orang 
pribadi 
• Kententuan 
Umum dan 
Tata Cara 
Perpajakan 
(KUP) 
• Pajak 
Penghasila
n (PPh) 
Wajib 
Pajak 
Orang 
Pribadi  
Self 
assessmen
t system 
(y) 
Suatu sistem 
pemungutan 
pajak yang 
memberi 
wewenang 
kepada wajib 
pajak untuk 
menghitung, 
membayar, 
dan 
melaporkan 
sendiri 
besarnya 
pajak yang 
terutangnya 
• menghitun
g 
• membayar 
• melaporka
n 
 
 
3.7 Teknik Analisis Data 
Jawaban responden diukur dengan 
menggunakan skala likert. Menurut Sugiono 
(2006, h.86) skala likert digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang 
atau sekelompok orang tentang fenomena 
sosial. 
 
Jawaban setiap item instrumen yang 
menggunakan skala likert mempunyai gradasi 
dari sangat positif sampai sangat negatif, yang 
dapat berupa: 
SP   : Sangat Paham  : skor 5 
P     : Paham   : skor 4 
KP  : Kurang Paham  : skor 3 
TP   : Tidak Paham  : skor 2 
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STP : Sangat Tidak Paham : skor 1 
 
 Teknik  analisis data yang digunakan 
adalah software SPSS 17. 
 
Pengujian yang dipakai dalam analisis data 
penelitian ini adalah: 
3.7.1 Statistik Deskriptif 
3.7.2 Uji Reliabilitas dan Validitas 
3.7.3 Uji Asumsi Klasik 
3.7.3.1 Multikolonieritas 
3.7.3.2 Autokorelasi 
3.7.3.3 Heterokedastisitas 
3.7.3.4 Uji Normalitas 
3.7.4 Uji Korelasi Sederhana (Bivariate 
Correlation) 
3.7.5 Regresi Linier Sederhana 
3.7.6 Pengujian Hipotesis 
3.7.6.1 Uji Parsial (Uji t) 
3.7.6.2 Koefisien Determinasi 
(R2) 
 
IV   HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
4.1   Hasil Penelitian 
 
4.1.1 Statistik Deskriptif 
 
Dari tabel hasil Statistik Deskriptif 
secara rinci dijelaskan sebagai berikut:  
1. Total Pemahaman Wajib Pajak Orang 
Pribadi sebanyak 89 responden 
mempunyai hasil minimum 18; 
maksimum 50;  rata-rata 34,79; standar 
deviasi 8,451; dan variance 71,420. 
2. Total Self Assessment System sebanyak 
89 responden mempunyai hasil minimum 
14; maksimum 50;  rata-rata 33,29; 
standar deviasi 8,873; dan variance 
78,732. 
 
4.1.2 Uji Reliabilitas dan Validitas 
 
4.1.2.1 Uji Relibilitas 
 
       Hasil Uji Reliabilitas memperlihatkan 
nilai Cronbach’s Alpha variabel  pemahaman 
wajib pajak orang pribadi (X) adalah 0,925 
dan nilai Cronbach’s Alpha variabel Self 
Assessment System (Y) adalah 0,929, jauh 
diatas 0,6. Ini  menunjukkan reliabilitas atau 
construct dari variabel pemahaman wajib 
pajak orang pribadi dan variabel Self 
Assessment System tinggi. Sehingga dapat 
disimpulkan indikator yang digunakan oleh 
variabel pemahaman wajib pajak orang 
pribadi (X) dan Self Assessment System (Y) 
dapat dipercaya atau handal untuk digunakan 
sebagai alat ukur variabel. 
 
4.1.2.2 Uji Validitas 
 
Sesuai kriteria sebelumnya, r-hitung 
> r-tabel maka dapat dikatakan valid. Hasil r-
hitung dari 10 pertanyaan variabel 
Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi (X) 
semuanya diatas r- tabel yang sebesar 0,208, 
ini menunjukan pertanyaan 1 s.d 10 semua 
valid. Kevalidan ini dapat juga dilihat dari 
[sig. (2-tailed)] ≤ nilai α 0,05, dari tabel diatas 
hasil  [sig. (2-tailed)] dari 10 pertanyaan 
variabel Pemahaman Wajib Pajak Orang 
Pribadi (X) < nilai α 0,05, ini menunjukan 
pertanyaan 1 s.d 10 semua valid. 
 
        Sesuai kriteria sebelumnya, r-hitung > r-
tabel maka dapat dikatakan valid. Hasil r-
hitung dari 10 pertanyaan variabel Self 
Assessment System (Y) semuanya diatas r-
tabel yang sebesar 0,208, ini menunjukan 
pertanyaan 1 s.d 10 semua valid. Kevalidan 
ini dapat juga dilihat dari [sig. (2-tailed)] ≤ 
nilai α 0,05 dari tabel diatas hasil  [sig. (2-
tailed)] dari 10 pertanyaan variabel Self 
Assessment System (Y) < nilai α 0,05, ini 
menunjukan pertanyaan 1 s.d 10 semua valid. 
 
4.1.3 Uji Asumsi Klasik 
 
4.1.3.1 Multikolonieritas 
 
Berdasarkan tabel hasil 
multikolonieritas nilai VIF sebesar 1,000 yang 
berarti <10. Dengan demikian dapat 
disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. 
 
4.1.3.2 Autokorelasi 
 
Nilai statistik Durbin Watson (D-W) 
sebesar 1,822. Tabel D-W menunjukkan dL 
dan dU masing-masing untuk k=1 dan n=89 
adalah 1,6324 dan 1,6778. Berarti dU < DW < 
4-dU (1,6778< 1,822< 2,3222), sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
autokorelasi 
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4.1.3.3 Heterokedastisitas 
 
 
Gambar 4.2 Hasil Heterokedastisitas 
(Grafik Scatter Plot) 
        Dengan melihat sebaran titik-titik yang 
acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 
dari sumbu Y, dapat disimpulkan tidak terjadi 
heterokedastisitas dalam model regresi ini. 
 
4.1.3.4 Uji Normalitas 
 
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas 
 
        Grafik Histogram menunjukan pola 
distribusi normal. Grafik Normal P-P Plot 
dari pola yang menunjukan penyebaran titik-
titik di sekitar garis diagonal dan mengikuti 
arah garis diagonal mengindikasi model 
regresi memenuhi asumsi normalitas. 
 
Hasil One Sample Kolmogorov-Smirnov 
Test 
       Hasil Kolmogrov-Smirnov dalam 
variabel pemahaman wajib orang pribadi (X) 
adalah 0,814 dan variabel Self Assessment 
System (Y) adalah 1,095. Asymp. Sig. (2-
tailed) variabel pemahaman wajib orang 
pribadi (X) adalah 0,521 > 0,05, sehingga H0 
diterima yaitu data berdistribusi normal, 
sedangkan Asymp. Sig. (2-tailed) variabel 
Self Assessment System (Y) adalah 0,182 > 
0,05, sehingga H0 diterima yaitu data 
berdistribusi normal. 
 
4.1.4 Uji Korelasi Sederhana (Bivariate 
Correlation) 
 
Dari tabel di atas r hitung (koefisien 
korelasi) 0,834 > r tabel 0,208 dan nilai [Sig. 
(2-tailed)] 0,000 < 0,05 sehingga H1 diterima 
yaitu ada hubungan antara Pemahaman Wajib 
Pajak orang Pribadi dengan Self Assessment 
System. 
 
       Sifat korelasi positif (0,834) 
menunjukkan semakin tinggi Pemahaman 
Wajib Pajak Orang Pribadi maka semakin 
tinggi juga keberhasilan penerapan Self 
Assessment System. 
 
 
4.1.5 Regresi Linier Sederhana 
 
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh 
persamaan regresi linier sederhana sebagai 
berikut: 
Y= a+b1X 
Y= 2,831+0,876X 
Keterangan: 
a  =  konstanta sebesar 2,831, memberi 
pengertian variabel Pemahaman Wajib 
Pajak Orang Pribadi sama dengan nol 
(0) maka nilai variabel Self Assessment 
Sytem sebesar 2,831. 
b1=  koefisien regresi variabel Pemahaman 
Wajib Pajak Orang Pribadi (X) sebesar 
0,876 mempunyai arti jika peningkatan 
Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi 
sebesar 1 satuan, maka akan terjadi 
peningkatan Self Assessment System 
sebesar 3,707. 
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4.1.6 Pengujian Hipotesis 
 
4.1.6.1 Uji Parsial (Uji t) 
 
Kesimpulan dari tabel di atas adalah 
variabel Pemahaman Wajib Pajak Orang 
Pribadi (X) mempunyai nilai signifikansi 
0,000 nilai ini berarti lebih kecil dari 0,05, 
sedangkan nilai t- hitung 14,099 > t-tabel 
1,988. Berdasarkan kedua nilai tersebut dapat 
disimpulkan bahwa H1 diterima yang 
membuktikan bahwa Pemahaman Wajib 
Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan 
terhadap penerapan Self Assessment System 
pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. 
 
4.1.6.2 Koefisien Determinasi (R2) 
 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh 
nilai R Square (R2) 0,696 (69,6%) semakin 
mendekati 1, berarti semakin kuat pengaruh 
Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi 
terhadap Self Assessment System, sedangkan 
30,4% (100% - 69,6%) dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak termasuk dalam 
penelitian ini. 
 
4.2 Pembahasan 
 
Dari penelitian ini, hasil uji hipotesis 
secara parsial (Uji t) variabel Pemahaman 
Wajib Pajak Orang Pribadi (X) mempunyai 
nilai signifikansi 0,000 nilai ini berarti lebih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sedangkan nilai 
t- hitung 14,099 > t-tabel 1,988. Berdasarkan 
kedua nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 
H1 diterima yang membuktikan bahwa 
Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi 
berpengaruh signifikan terhadap penerapan 
Self Assessment System pada KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat. 
 
Penelitian ini juga mengungkapkan 
bahwa R Square (R2) 0,696 (69,6%) semakin 
mendekati 1, berarti semakin kuat pengaruh 
Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi 
terhadap penerapan Self Assessment System, 
sedangkan 30,4% (100% - 69,6%) 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
termasuk dalam penelitian ini. 
 
       Dari hasil uji korelasi sederhana 
(bivariate correlation) r hitung (koefisien 
korelasi) 0,834 > r tabel 0,208 dan nilai [Sig. 
(2-tailed)] 0,000< 0,05 sehingga H1 diterima 
yaitu ada hubungan antara Pemahaman Wajib 
Pajak orang Pribadi dengan Self Assessment 
System. Sifat korelasi positif (0,834) 
menunjukkan semakin tinggi Pemahaman 
Wajib Pajak Orang Pribadi maka semakin 
tinggi juga keberhasilan penerapan Self 
Assessment System. 
 
       Dari hasil identitas responden (Wajib 
Pajak Orang Pribadi Usahawan) berdasarkan 
perhitungan, pembayaran, dan pelaporan 
pajak penghasilan dilakukan oleh, sebanyak 
18% responden menghitung, membayar, dan 
melaporkan sendiri pajak terutangnya, 
sebanyak 28% responden menggunakan jasa 
fiskus (aparat pajak) untuk membantu 
perhitungan pajak terutangnya, dan sebanyak 
43% menggunakan jasa konsultan pajak 
untuk menghitung, membayar, dan 
melaporkan pajak terutangnya. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa kebanyakan responden 
menggunakan jasa konsultan pajak untuk 
perhitungan, pembayaran, dan pelaporan  
pajak terutangnya (PPh). 
 
Dari hasil wawancara yang dilakukan 
oleh peneliti dengan responden, kebanyakan 
responden menggunakan jasa fiskus dan 
konsultan pajak. Hal ini dikarenakan Wajib 
Pajak tidak mempunyai pengetahuan tentang 
perpajakan, tidak mengetahui peraturan 
perundangan-perundangan yang berlaku, dan 
tidak ingin mengurus dalam soal perpajakan. 
Ini diperkuat karena peneliti juga 
mewawancari salah satu Account 
Representative di KPP Pratama Palembang 
Ilir Barat untuk konsultasi tentang self 
assessment system, yang menyatakan bahwa 
kebanyakan Wajib Pajak menggunakan jasa 
konsultan pajak untuk perhitungan, 
pembayaran, dan pelaporan pajak terhutang 
(PPh) ini dikarenakan pertama, faktor 
pendidikan tidak semua wajib pajak yang 
memiliki pendidikan yang tinggi sehingga 
tidak mengetahui peraturan pajak yang 
berlaku, kedua dikarena memiliki skala bisnis 
yang besar sehingga Wajib Pajak sulit 
mengatasi perhitungan pajak terutang 
usahanya itu dan tidak memiliki waktu untuk 
mengurusnya, dan ketiga adalah Wajib Pajak 
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tidak ingin mengurus dalam soal 
perpajakannya. 
 
V KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1   Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai Pengaruh Pemahaman 
Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap 
Penerapan Self Assessment System Pada KPP 
Pratama Palembang Ilir Barat, dapat 
disimpulkan bahwa dari uji hipotesis secara 
parsial (Uji t) Pemahaman Wajib Pajak Orang 
Pribadi berpengaruh signifikan terhadap 
Penerapan Self Assessment System pada KPP 
Pratama Palembang Ilir Barat (H1 diterima). 
 
   Kebanyakan Wajib Pajak Orang 
Pribadi Usahawan menggunakan jasa fiskus 
dan jasa konsulatan pajak dalam perhitungan, 
pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya 
(PPh) ini dikarenakan wajib pajak tidak 
memiliki pengetahuan tentang perpajakan, 
tidak mengetahui peraturan dan perundangan-
undangan perpajakan yang berlaku, dan tidak 
ingin mengurus dalam soal perpajakan. 
 
 
5.2   Saran 
 
 Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, peneliti memberikan saran:  
1. Bagi Direktorat Jenderal 
Pajak/Pemerintah 
a. Memberikan penyuluhan/sosialisasi 
yang lebih sering untuk Wajib Pajak 
mengenai cara perhitungan, 
pembayaran, dan pelaporan pajak 
terhutang sehingga dapat menambah 
pengetahuan dalam bidang 
perpajakan serta dapat diterapkan 
oleh Wajib Pajak. 
b. Meningkatkan pelayanan melalui 
Account Representative (AR) untuk 
memberikan pelayanan kepada Wajib 
Pajak dalam menghitung pajak 
terhutangnya dan memberikan 
penjelasan dalam perhitungannya, 
cara membayar, dan melaporkan. 
 
 
2. Bagi Wajib Pajak 
Sebaiknya wajib pajak meluangkan 
waktu untuk mengikuti 
penyuluhuan/sosialisasi mengenai 
perhitungan, pembayaran, dan pelaporan 
pajak terutang yang dilakukan oleh 
Dirjen Pajak/Pemerintah sehingga wajib 
pajak mempunyai pengetahuan tentang 
perpajakan. 
 
3. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan: 
a. Menambah indikator variabel 
independen sehingga dapat 
memperkuat indikator variabel 
dependen. 
b. Menambah jumlah sampel dan 
memperluas wilayah penelitian 
sehingga dapat diperoleh hasil lebih 
tepat sasaran. 
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